
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Alrista Indah Rachman Binti Fatchur Rachman, tempat dan tanggal

lahir  Surabaya,  24  Februari  1987,  agama  Islam,

pekerjaan  Pedagang,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum. Citra Separi

Blok Aa Rt.01 No. A5 Desa Bukit Pariaman Kecamatan

Tenggarong  Seberang  Kabupaten  Kutai  Kartanegara

sebagai  Penggugat,   

melawan

Citra  Hadi  Bin  Zainal  Hadi,  tempat  dan  tanggal  lahir  Surabaya,  23

Agustus  1984,  agama  Islam,  pekerjaan  Supir,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman di Perum. Citra Separi Blok Aa Rt.01 No. A5

Desa  Bukit  Pariaman  Kecamatan  Tenggarong

Seberang  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

dan  Termohon  Konvensi/Penggugat  Rekonvensi  serta  para  saksi  di  muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2019

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di
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Kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  28/Pdt.G/2019/PA.Tgr,

tanggal 04 Januari 2019,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa  penggugat  dengan  tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah,

menikah pada tanggal 07 April 2007, terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Gunung  Anyar,  Kota  Surabaya,  Provinsi  Jawa  Timur,  dengan

Kutipan Akta Nikah 80/12/IV/2007 tanggal 09 April 2007;  

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina

rumah  tangga  dan  berkumpul  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan

bertempat tinggal rumah Tergugat di Jalan Saikhoni No. 16A Waru Sidoarjo

Kota  Surabaya  selama  1  tahun,  kemudian  berpindah-pindah  tempat

kediamandi dan terakhir di rumah sendiri di Desa Bukit Pariaman Kecamatan

Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 bulan;  

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

dua orang anak bernama: 

a. M. Aldi Pratama, lahir di Sidomukti tanggal 20 Agustus  2007; 

b. Aldo  Bintang  Perwira,  lahir  di  Samarinda  tanggal  07  Januari

2011; 

4. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan harmonis,  namun sejak tahun 2009 antara Penggugat

dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  pada  akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi;  

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut  dikarenakan

Tergugat  memiliki  sikap  tempramental  yang  tinggi,  sehingga  jika  terjadi

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  Tergugat  tidak  segan

melakukan  tindak  kekerasan  kepada  Penggugat,  bahkan  ketika  sedang

marah Tergugat merusak barang-barang dalam rumah tangga dan berkata-

kata kasar kepada Penggugat;  

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  November  tahun  2018,  yang  akibatnya

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;  
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7. Bahwa  melihat  kondisi  rumah  tangga  yang  demikian  itu  Penggugat

masih tetap berusaha untuk memperbaiki,  namun Tergugat sikapnya tetap

tidak berubah;  

8. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan  tidak  sanggup  mempertahankan  rumah  tangga  bersama

Tergugat, oleh karena itu  Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan

Agama Tenggarong;  

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Tenggarong,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Citra  Hadi  bin  Zainal

Hadi) terhadap  Penggugat  (Alrista  Indah  Rachman  binti  Fatchur

Rachman);  

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang

berlaku;  

  SUBSIDAIR:

 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

dan  Tergugat  telah  hadir  sendiri,  oleh  Ketua  Majelis  telah  diusahakan

perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa  dalam  upaya  memenuhi  ketentuan  PERMA Nomor  1  Tahun

2016 Majelis  Hakim  telah  memerintahkan Penggugat  dan Tergugat  untuk

menempuh proses mediasi dengan mediator Dr.H.Sukri HC., M.H.,  akan tetapi

tidak berhasil;

Bahwa  pada  persidangan  berikutnya  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Halaman 3 dari 13 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Penggugat tertanggal 4 Januari  2019, yang seluruh isinya tetap dipertahankan

Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan

maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan

dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Bahwa  untuk  memperkuat  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti  surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Gunung  Anyar,  Kota  Surabaya,  Provinsi  Jawa

Timur, Nomor : 80/12/IV/2007 tanggal 09 April 2007, bermaterai cukup, berikut

aslinya,  dan setelah  diperiksa  telah  sesuai  dengan aslinya,  kemudian diberi

kode (P);

Bahwa  selain  surat-surat  Penggugat  juga  mengajukan  saksi-saksi

sebagai berikut:

1.- Anirah binti Subari, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga,  tempat  kediaman  di  Guana  Jaya  RT 19  Nomor  65  Desa  Sido

Makmur Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Saksi  tersebut  memberikan  keterangan  dibawah  sumpahnya  yang  pada

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami

isteri karena Saksi adalah Teman Penggugat;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  setelah  menikah  mereka  membina  rumah

tangga dan tinggal di rumah Tergugat di Jalan Saikhoni No. 16A Waru

Sidoarjo  Kota  Surabaya  selama 1  tahun,  kemudian berpindah-pindah

tempat kediamandi dan terakhir di rumah sendiri di Desa Bukit Pariaman

Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai  2

anak;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun

2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran  yang  mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan

Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- Bahwa Saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar; 

- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki

sikap  tempramental  yang  tinggi,  sehingga  jika  terjadi  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak

kekerasan kepada Penggugat,  bahkan ketika  sedang marah Tergugat

merusak  barang-barang  dalam rumah tangga  dan  berkata-kata  kasar

kepada Penggugat;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2018,

yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula

tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri;

- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil; 

2.- - -Siti Hurjaima binti H. M. Nuh, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Separi 1 RT 01 Nomor 106 Desa

Bukit  Pariyaman  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  Kabupaten  Kutai

Kartanegara;

Saksi  tersebut  memberikan keterangan di  bawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami

isteri karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  setelah  menikah  mereka  membina  rumah

tangga dan tinggal di rumah Tergugat di Jalan Saikhoni No. 16A Waru

Sidoarjo  Kota  Surabaya  selama 1  tahun,  kemudian berpindah-pindah

tempat kediamandi dan terakhir di rumah sendiri di Desa Bukit Pariaman

Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai  2

anak;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun
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2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  yang  mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan

Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- Bahwa Saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar; 

- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat memiliki

sikap  tempramental  yang  tinggi,  sehingga  jika  terjadi  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak

kekerasan kepada Penggugat,  bahkan ketika  sedang marah Tergugat

merusak  barang-barang  dalam rumah tangga  dan  berkata-kata  kasar

kepada Penggugat;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2018,

yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula

tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri;

- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil; 

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup dan

telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat

tetap pada gugatannya;

Bahwa  kemudian  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  menyampaikan

sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana

tercantum dalam berita  acara sidang atas perkara ini  yang merupakan satu

kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua

belah  pihak  berperkara,  dan  juga  telah  dilakukan  upaya  perdamaian  diluar

sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Dr.H.Sukri HC., M.H., Ketua

Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, sebagaimana yang diamanatkan dalam

Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7
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Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak

berhasil  karena  Penggugat   bersikeras  tetap  ingin  bercerai  sedangkan

Tergugat  mengikuti apa yang diinginkan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  surat  bertanda  P  yang

diajukan Penggugat di  persidangan berupa fotokopi  kutipan akta nikah yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Tergugat,

maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian

yang  sempurna,  mengikat  dan  menentukan,  karenanya  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah

terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk

mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu

bain  sughra  Tergugat  terhadap  Penggugat,  dengan  mengemukakan  alasan

bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri,  pada  awalnya

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak

tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  yang  mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat

pada  akhirnya  menjadi  tidak  harmonis  lagi,  penyebabnya  karena  Tergugat

memiliki  sikap  tempramental  yang  tinggi,  sehingga  jika  terjadi  pertengkaran

antara  Penggugat  dan  Tergugat,  Tergugat  tidak  segan  melakukan  tindak

kekerasan kepada Penggugat, bahkan ketika sedang marah Tergugat merusak

barang-barang  dalam  rumah  tangga  dan  berkata-kata  kasar  kepada

Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

terjadi  pada  bulan  November  tahun  2018,  yang  akibatnya  Penggugat  dan

Tergugat  pisah  ranjang  dan  sejak  itu  pula  tidak  pernah  lagi  menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  Penggugat

mohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong untuk menjatuhkan talak satu

bain  sughra  Tergugat  (Citra  Hadi  bin  Zainal  Hadi)  terhadap  Penggugat

(Alrista Indah Rachman binti Fatchur Rachman);
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Menimbang,  bahwa  atas  dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak  pernah  menyampaikan  jawabannya  baik  secara  lisan  maupun  secara

tertulis, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan berikutnya;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  bidang  perkawinan

karenanya  termasuk  dalam  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama

sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor  7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006

dan  terkhir  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  ketidakhadiran  Tergugat  pada

persidangan berikutnya dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak

keperdataanya di  muka persidangan atau setidak-tidaknya dalil-dalil  gugatan

Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39

ayat  (2)  Undang-undang No.  1  tahun 1974 jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan

hukum maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  telah  dihadirkan  Penggugat,

masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan

persidangan  sebagaimana  terurai  di  atas,  didasarkan  kepada  penglihatan,

pendengaran dan pengetahuannya  sendiri,  serta  saling  bersesuaian antara

satu  saksi  dengan  saksi  lainnya,  oleh  karenanya  saksi-saksi  dan

keterangannya  tersebut  dapat  diterima sebagai  bukti  mengingat  Pasal  308

dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, telah terungkap fakta

yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi  perselisihan dan

pertengkaran sejak tahun 2009;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sikap tempramental yang

tinggi,  sehingga jika terjadi  pertengkaran antara Penggugat  dan Tergugat,

Tergugat  tidak  segan  melakukan  tindak  kekerasan  kepada  Penggugat,

bahkan ketika sedang marah Tergugat merusak barang-barang dalam rumah

tangga dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
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- Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  November  tahun  2018,  yang  akibatnya

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Bahwa para Saksi  sudah pernah berusaha merukunkan,  namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar

Pengadilan  Agama  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar   gugatan

Penggugat  mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal  39 ayat  (2)  huruf  (f)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum

Islam  yang  menyatakan  :  “Antara  suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga sebagaimana tersebut  dalam ketentuan Pasal  19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan

atau ketidak harmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Oleh karena

itu  perselisihan  dan  pertengkaran  suami  istri  dalam  rumah  tangga  meliputi

perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk

perkelahian  atau  pertengkaran  fisik  secara  nyata,  dan  yang  tampak  dalam

bentuk  indikasi-indikasi  perselisihan,  seperti  antara  suami  istri  terjadi  pisah

ranjang dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi,  atau

suami-istri  tersebut  masih  serumah  tetapi  tidak  berkomunikasi  dan  tidak

seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal

dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi,
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telah pecah (marriage breakdown),  sehingga tidak ada harapan untuk hidup

rukun kembali dalam membina rumah tangga (onheel baar tweespalt);

Menimbang,  bahwa  untuk  mewujudkan  kerukunan  dan  keharmonisan

dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang

tulus dari pasangan suami-istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah

tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami

atau  istri  saja,  apalagi  jika  kedua  belah  pihak  sudah  tidak  lagi  ingin

mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kenyataan-kenyataan  sebagaimana

diuraikan  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat,  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  sedemikian  rupa

keadaannya,  sehingga  keduanya  tidak  mungkin  dirukunkan  dalam  rumah

tangga;

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  sebagaimana  yang

diamanatkan  dalam  Al-Qur’an  Surat  Ar-Rum  ayat  21,  jo.  Pasal  1  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa

perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina

rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  tidak  terwujud  dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim

berpendapat,  bahwa  mempertahankan  kondisi  tersebut  untuk  mewujudkan

perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-

sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi,

bahkan  sebaliknya  akan  berpotensi  menjadi  sumber  fitnah  dan  perselisihan

yang berkepanjangan;

Menimbang,  bahwa  dalam  suatu  perkawinan  apabila  kedua  belah

pihak  tidak  peduli  lagi  untuk  mempertahankan  rumah  tangganya,  maka  hal

tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga

apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu

akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal

menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat,

hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :
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المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil

kemaslahatan”.

Menimbang,  bahwa  maksud  Penggugat  untuk  bercerai  dari  Tergugat

telah  sejalan  dan  tidak  bertentangan  dengan  dalil  fiqhiyah  dalam  Kitab  Fiqh

Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut :

اذا ادعت الزوجععة اضععرارالزوج بهععا بمععا لايسععتطاع معععه
دوام العشععرة بيععن امثلهمععا ايجععوز لهععا ان تطلععب مععن
القاضى التفرايق وحينئذ ايطلقها القاضى طلقة بائنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما
Artinya : Apabila  seorang  isteri  menggugat  suaminya  telah  memberikan

kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi

untuk  bergaul  antara  keduanya,  maka  boleh  bagi  isteri  untuk

memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu

hakim  menceraikannya  dengan  thalak  bain  jika  terbukti

kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat

mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah

sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya  Majelis Hakim

sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

 Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
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MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu  ba'in  sughra Tergugat  (Citra Hadi  bin Zainal

Hadi) terhadap  Penggugat  (Alrista  Indah  Rachman  binti  Fatchur

Rachman);  

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  26  Februari  2019  Masehi,

bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil  Akhir 1440 Hijriah, oleh kami  Drs. H.

Ahmad Fanani, M.H.  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid  dan Drs. H.

Ahmad  Syaukani  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Mahyani,S.Ag  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Pemohon

Konvensi/Tergugat  Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani
Panitera Pengganti,

Mahyani,S.Ag.
Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp  30.000,00 
   2.  Proses  Rp  50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp660.000,00 
  4.  Redaksi  Rp    5.000,00 

Halaman 12 dari 13 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  5.  Meterai  Rp    6.000,00 
    Jumlah Rp751.000,00
    ( tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah ) 
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